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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan                              P E N E T A P A N 

Nomor 434/Pdt.G/2022/PA.Dgl 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ   بِسْمِ اللهِ الرَّ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah 

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara: 

Penggugat, umur 47 tahun, NIK:  7210144405750001, agama Islam, pendidikan  

SLTP, pekerjaan  Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kab. Sigi, 

selanjutnya disebut sebagai Penggugat; 

                  melawan 

Tergugat, umur 32  tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  Petani, 

tempat tinggal di Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut 

sebagai  Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Setelah mempelajari berkas perkara; 

Setelah mendengar keterangan Penggugat; 

DUDUK PERKARA 

Menimbang, Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 

November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, 

Nomor 434/Pdt.G/2022/PA.Dgl, tertanggal 8 November 2022 telah 

mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2008, Penggugat dan Tergugat telah 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, 

sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 

313.KUA.22.10.05/Pw.01/11/2022, tertanggal 04 November 2022; 

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah 

orang tua Penggugat selama 5 tahun, dan terkahir Penggugat dan Tergugat 

tinggal di rumah bersama, dan belum di karuniai anak; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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3. Bahwa pada bulan Oktober 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah 

kediaman untuk mengungsi ke kampung halamannya dengan izin dari 

Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi 

yang baik, namun setelah 4 bulan kemudian Tergugat tidak lagi dapat 

dihubungi oleh Penggugat dan Penggugat telah berusaha menghubungi 

kepada keluarga Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil ; 

4. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 

kurang lebih 4 tahun. Sejak saat itu hak dan kewajiban suami isteri tidak 

terlaksana sebagaimana mestinya ; 

5. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang 

diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu 

perkawinan, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan 

Tergugat; 

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat 

untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon 

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Donggala kiranya berkenan 

menerima dan memeriksa perkara ini; 

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; 

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada 

Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai 

berikut: 

PRIMER: 

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap 

Penggugat (Penggugat); 

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; 

SUBSIDER: 

  Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon putusan 

yang seadil-adilnya; 
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Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang 

menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang 

menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya karena 

berdasarkan relaas panggilan Nomor 434Pdt.G/2022/PA.Dgl Jurusita tidak 

bertemu dengan Tergugat lalu relaas tersebut diteruskan ke Kantor Kelurahan 

setempat dan petugas kelurahan menyatan bahwa Tergugat tidak  berdomisili di 

alamat sebagaimana alamat dalam gugatan Penggugat; 

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar 

mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat dan atas nasihat 

tersebut Penggugat menyatakan akan rukun kembali membina rumah tangganya 

dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya 

dan selanjutnya mohon penetapan; 

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal  

sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian 

yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan Penggugat adalah 

sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk 

tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 

ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009; 

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum 

Pengadilan Agama Donggala, oleh karena itu, gugatan Penggugat telah sesuai 

dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009; 
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Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang kepersidangan dan 

tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah 

dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidak hadirannya 

tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka sesuai dengan 

ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir 

sedangkan dalil gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka 

gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat 

(verstek); 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat 

agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Atas usaha 

Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan akan mengakhiri sengketa 

rumah tangganya dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat menyatakan 

mencabut permohonannya; 

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat telah 

mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya, dimana pencabutan 

permohonannya dilakukan sebelum proses persidangan memasuki tahap 

pemeriksaan pokok perkara, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 

271 RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut 

patut dikabulkan dan tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;  

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan pencabutan 

perkara, maka sesuai ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan 

Administrasi Peradilan Agama Edis Revisi Tahun 2013 Majelis Hakim 

berpendapat dipandang perlu untuk mencantumkan amar penetapan yang isinya 

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mencatat 

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang 

perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 

1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah  dengan Undang-undang 

Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 

Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada 

Penggugat;  

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan 

Disclaimer
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hukum syara`  yang berkaitan dengan perkara ini;  

M E N E T A P K A N 

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 

434/Pdt.G/2022/PA.Dgl dari Penggugat; 

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mencatat 

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara; 

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah  Rp 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah); 

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan 

Agama Donggala pada hari Selasa tanggal 24 November 2022 Masehi 

bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh kami Misman Hadi 

Prayitno, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. 

dan Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, 

penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk 

umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi 

oleh Munifa,SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat 

tanpa hadirnya Tergugat. 

Hakim Anggota  

ttd 

 

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. 

ttd 

 

Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H. 

 Ketua Majelis, 

ttd 

 

Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.  

 

  Panitera Pengganti, 

ttd 

 

Munifa,SH. 

 

Perincian biaya: 

-  Biaya PNBP  : Rp   70.000,00 

-  Biaya proses  : Rp   75.000,00 
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-  Biaya Panggilan  : Rp     260.000,00 

-  Meterai    : Rp   10.000,00 

J u m l a h      : Rp     405.000,00 

                                        (empat ratus lima ribu rupiah) 

 

Untuk Salinan 

Panitera Pengadilan Agama Donggala  

 

 

Usman Abu, S.Ag 
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